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JAKARTA — Politikus senior
sekaligus pendiri Partai Ke-
adilan (kini Partai Keadilan
Sejahtera), Yusuf Supendi,
kembali mendatangi Badan
Reserse Kriminal Markas
Besar Kepolisian RI kema-
rin. Kedatangannya kali ini
untuk melengkapi laporan
sehari sebelumnya ihwal du-
gaan fitnah yang dilakukan
Presiden Partai Keadilan Se-
jahtera Luthfi Hasan Ishaaq
terhadap Yusuf.

“Kami bawa beberapa
bukti, seperti telepon geng-
gam dan sebagainya,” kata
pengacara Yusuf, Ahmad Ri-
vai, di Mabes Polri kemarin.
Menurut dia, pesan singkat
yang dikirim Luthfi berupa
tuduhan bahwa Yusuf bersa-
ma Badan Intelijen Negara
berusaha menjatuhkan par-
tai. Pesan singkat itu dikirim
Luthfi pada 5 Juli 2010 pu-
kul 22.11 WIB. “Kami me-
lengkapi laporan bila LHI
melakukan fitnah, intimida-
si,dan pencemaran nama ba-
ik,”ujarnya.

Selain itu, menurut Rivai,
kliennya mendapat sejumlah
pesan ancaman. Misalnya,
ancaman mengosongkan ru-
mah dan penorehan tanda si-
lang berwarna merah di ba-
gian depan rumah Yusuf. La-
poran Yusuf resmi diterima
Direktorat I Keamanan dan
Transnasional Bareskrim
Mabes Polri dengan nomor
195/III/2011.

Yusuf yakin, pesan-pesan
singkat itu berasal dari no-
mor Luthfi. Sebab, nomor
itulah yang biasa dipakai
yang bersangkutan. Pesan
singkat yang meminta Yusuf
keluar dari rumahnya diki-
rim pada 15 Juni 2010 dari
nomor 0816940XXX. “Ada
juga pesan singkat seluruh
kader PKS dilarang meng-
hubungi saya,”kata Yusuf.

Ihwal jumlah pesan sing-
kat yang diterima, Yusuf
mengaku tak dapat memas-
tikan. Namun, berdasarkan
hasil cetakan yang diserah-
kan ke penyidik, pesan itu
termuat dalam 143 lembar
kertas.

Saat dimintai konfirmasi,
Presiden PKS Luthfi Hasan
enggan berkomentar soal la-
poran Yusuf ini. “Saya tidak
akan berkomentar soal itu,”
kata dia saat dihubungi ke-
marin.
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“Setiap masukan dan usul-
an untuk perbaikan, kita te-

rima,” kata staf presiden.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan
Korupsi menilai Rancangan Un-
dang-Undang Tindak Pidana Ko-
rupsi melemahkan agenda nasional
pemberantasan korupsi. Sebab, di
dalamnya terkandung sejumlah pa-
sal yang muatannya tak lebih bagus
dibanding undang-undang antiko-
rupsi yang sekarang berlaku dan
akan direvisi.

“RUU Tipikor harus lebih sem-
purna dari yang sudah ada. Bila pa-
sal-pasal itu tidak berubah, buram-
lah potret pemberantasan korupsi
Indonesia ke depan,”kata Wakil Ke-
tua KPK Bidang Pencegahan M. Ja-
sin saat dihubungi kemarin.

Sekadar contoh, ia menyebutkan

keberadaan pasal 52, yang mengatur
bahwa korupsi dengan nilai kerugi-
an negara di bawah Rp 25 juta bisa
dilepas dari tuntutan hukum. “Itu
akan menyuburkan korupsi kecil di
layanan publik,”kata Jasin.

Adapun pasal 32 dinilai mele-
mahkan KPK karena tidak menye-
butkan adanya kewenangan penun-
tutan bagi lembaga ini. Menurut Ja-
sin, ketentuan itu jelas memangkas
kewenangan komisi antikorupsi. Ia
khawatir pasal itu membuat proses
penuntutan akan sekadar bolak-ba-
lik antara KPK dan kejaksaan.
“Pemberantasan korupsi akan lam-
bat dan sulit seperti yang dulu lagi,”
ujar Jasin.

Dalam urusan ini, Ahad lalu, In-
donesia Corruption Watch mencatat
ada sembilan norma yang melemah-
kan agenda pemberantasan korupsi
dalam RUU Tipikor. Selain yang su-

dah disebutkan Jasin, ada kelemah-
an lain, seperti hilangnya ancaman
hukuman mati, hilangnya pasal ten-
tang kerugian negara, dan hilangnya
ancaman hukuman minimal di se-
jumlah pasal. ICW juga menemukan
pasal yang potensial mengkriminal-
kan pelapor kasus korupsi.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus
Presiden Bidang Hukum, Hak Asa-
si Manusia, dan Pemberantasan
Korupsi, Denny Indrayana, menya-
takan pemerintah siap menerima
masukan untuk memperbaiki draf
RUU Tipikor. Perubahan masih
mungkin dilakukan karena belum
menjadi draf final dari pemerin-
tah. “Setiap masukan dan usulan
untuk perbaikan kita terima, ter-
masuk pandangan dari ICW,” kata
Denny.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Pramono Anung berjanji

akan melibatkan publik dalam pro-
ses pembahasan RUU Tipikor jika
sudah sampai ke Dewan. “Kalau
masalah korupsi, tentu ICW jadi sa-
rana representasi dari suara publik,”
kata Pramono di Semarang kema-
rin. Selain itu, Forum Rektor layak
dilibatkan karena mereka juga kritis
terhadap masalah korupsi di Tanah
Air.

Menurut Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia, draf RUU Tipi-
kor tersebut saat ini masih tahap
harmonisasi di Kementerian Hu-
kum. Rencananya, paling lambat
dua bulan mendatang draf tersebut
akan rampung.“Satu-dua bulan la-
gi. Itu harus dipersiapkan betul. Be-
lum ke presiden, masih di Kemen-
kumham,” kata dia di gedung DPR,
Senin lalu.
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